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PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 25/M-DAG/PER/5/2014 
TENTANG 

PENETAPAN HARGA PATOKAN PETANI GULA KRISTAL PUTIH TAHUN 2014 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Keputusan 
Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 
527/MPP/Kep/9/2004 tentang Ketentuan Impor Gula 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-
DAG/PER/5/2008; 

b. bahwa memperhatikan Surat Menteri Pertanian selaku 
Ketua Dewan Gula Indonesia Nomor 
72/PP.240/M/3/2013 tanggal  20 Maret 2014 perihal 
Usulan Besarnya HPP Gula Petani Tahun 2014 dan rapat 
koordinasi antar instansi/lembaga dan asosiasi terkait; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Perdagangan tentang Penetapan Harga Patokan 
Petani Gula Kristal Putih Tahun 2014; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 
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2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360); 

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5512); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang 
Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4254); 

5. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2004 tentang 
Penetapan Gula Sebagai Barang Dalam Pengawasan; 

6 Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang 
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan 
Presiden Nomor 8 P Tahun 2014; 

7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24); 

8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta 
Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I 
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 
Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 25); 

9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan 
Nomor 527/MPP/Kep/9/2004 tentang Ketentuan Impor 
Gula sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-
DAG/PER/5/2008; 

10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-
DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-
DAG/PER/8/2012; 
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